KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 111 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negafa

1.

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara
Timur, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan
penyelenggara negara;

bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248 Tahun 2022
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di
Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Timur tahun 2022 menyebabkan perubahan susunan
keanggotaan,

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang
Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan
Pejabat Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 248 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA

TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Menetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

sebagaimana tercantum pada Lampiran [ Keputusan yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Unit Pengendalian

Gratifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melakukan:

1) upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja
mencantumkan Kketentuan larangan penerimaan, pemberian
Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam
proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa,

surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan
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Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan di
lingkungan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga
lainnya;

2) memberikan informasi kepada setiap jajaran KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dan Pihak Ketiga terkait dengan
adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;

3) menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk
mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian
gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KEEMPAT : Saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 20/HK.03.1/53/2021
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM THOMAS DOHU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan

__~Sutnber Daya Manusia,

s,
14
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Lampiran [

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 111 Tahun 2022

Tentang

Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kedudukan
No. Nama Jabatan dalam
Keanggotaan
1. | Thomas Dohu Ketua KPU Provinsi Pengarah
2. | Yosafat Koli Anggota KPU Provinsi Pengarah
3. | Fransiskus V. Diaz Anggota KPU Provinsi Pengarah
4. | Jeffry A. Galla Anggota KPU Provinsi Pengarah
5. | Lodowyk Fredrik Anggota KPU Provinsi Pengarah
6. | Kusmanto Riwu Djo Naga | Sekretaris KPU Provinsi Ketua
Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan
7. | Yosef Hardi Himan £ SRRl e 5 IS e Sekretaris
Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber
Daya Manusia
Kepala Sub Bagian
8. | Bathseba S. Dapatalu Hukum dan Sumber Anggota
Daya Manusia
. Kepala Sub Bagian Data
9. | Peiter G. Nappoe dan Informasi Anggota
. . Kepala Sub Bagian
10. | Banla Y. P. Kinanggi Umum dan Logistik Anggota

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM THOMAS DOHU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
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A. TUGAS DAN WEWENANG

Lampiran |l

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Nomor 111 Tahun 2022

Tentang

Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Timur

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No

Nama

Jabatan

Kedudukan
dalam TIM

Tugas dan Wewenang

Thomas Dohu

Ketua KPU

Yosafat Koli

Anggota KPU

Fransiskus V. Diaz

Anggota KPU

Lodowyk Fredrik

Anggota KPU

Jeffry A. Galla

Anggota KPU

Pengarah

Memberikan arahan, pertimbangan, saran
dan pendapat terhadap program

" |pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU

Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Melaksanakan pengawasan terhadap proses

. |pelaksanaan program pengendalian

gratifikasi;

Melaksanakan evaluasi terhadap

. |pelaksanaan program pengendalian

gratifikasi.

Kusmanto Riwu Djo Naga

Sekretaris KPU

Ketua

Menyalurkan laporan penerimaan, laporan
penolakan dan laporan pemberian gratifikasi
kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

. Imelalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk

dilakukan analisis dan penetapan status
Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi;

Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi

. |dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada

Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU,

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada

" |Komisi Pemberantasan Korupsi;

Melakukan pemantauan terhadap tindak

. |lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Memberikan rekomendasi tindak lanjut
kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU
apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi

. |oleh setiap jajaran KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, dan
melaporkan hasil penanganan pelaporan
Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU

Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi
yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU

" |Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,

KPPS dan/atau Pihak Ketiga.
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Kedudukan
ba Tugas dan Wewenan
No Nama Jabatan dalam TIM g g
Menerima, mereviu dan mengadministrasikan
laporan penerimaan, laporan penolakan dan
laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran
" |[KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
) ) PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi
Kepala Bagian Teknis Nusa Tenggara Timur;
Penyelenggaraan Pemilu, e — e —— e
7. | Yosef Hardi Himan Partisipasi dan Hubungan| Sekretaris ESITIEENINERE, Il (o o
desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak
Masyarakat, Hukum dan . | d K | di Lingk KPU
Sumber Daya Manusia |nterr.1a. an eksterna ! ingkungan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi
yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU
" [Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
KPPS dan/atau Pihak Ketiga.
) Menerima, mereviu dan mengadministrasikan
Kepala Sub Bagian laporan penerimaan, laporan penolakan dan
8. Bathseba S. Dapatalu Hukum dan Sumber »Iaporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran
Daya Manusia - [KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,
PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Provinsi
Nusa Tenggara Timur;
Meminta data dan informasi kepada satuan
) Kepala Sub Bagian Data kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU
9. | Peiter G. Nappoe dan Ihformast Anggota Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
" |dan KPPS terkait pemantauan penerapan
program pengendalian Gratifikasi;
Menyiapkan materi kegiatan sosialisasi
" |pengendalian gratifikasi;
10. | Banla Y. P. Kinanggi Kepala Sub Bagian Menjamin  kerahasiaan laporan Gratifikasi
Umum dan Logistik yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU
" |Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
KPPS dan/atau Pihak Ketiga.
B. FUNGSI
Kedudukan .
No Nama Jabatan
dalam TIM Fungsi
Thomas Dohu Ketua KPU . |Menerima laporan penerimaan Gratifikasi
2. | Yosafat Koli Anggota KPU Melaksanakan pengawasan terhadap
program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi
) ) " |di Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara
3. | Fransiskus V. Diaz Anggota KPU Pengarah Timur
4. | Lodowyk Fredrik Anggota KPU Melakukan koordinasi dengan UPG KPU
dalam hal pencegahan Gratifikasi di
" |Lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara
5. | Jeffry A. Galla Anggota KPU Timur
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No Nama Jabatan

Kedudukan

dalam TIM ugas dan Wewenang

6. | Kusmanto Riwu Djo Naga Sekretaris KPU

1. |Menerima laporan penerimaan Gratifikasi

Melaksanakan program dan kegiatan
2. |pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menetapkan tindak lanjut atas subjek
pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam
bentuk makanan dan barang yang mudah
rusak atau busuk

Menyampaikan laporan penerimaan
Gratifikasi dari Jajaran KPU Provinsi Nusa
Tenggara Timur kepada UPG KPU setiap
menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi

Ketua

Menyampaikan laporan berkala kepada UPG
KPU tentang perkembangan/ rekapitulasi
pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau
penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
dan KPPS

Kepala Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan

Sumber Daya Manusia

7. | Yosef Hardi Himan

1. |Menerima laporan penerimaan Gratifikasi

Melakukan pemeriksaan
penerimaan Gratifikasi

dan verifikasi

Sekretaris

Menyimpan, menginventarisasi, dan
3. [mendokumentasikan  subjek  pelaporan
penerimaan Gratifikasi

Kepala Sub Bagian

8. | Bathseba S. Dapatalu Hukum dan SDM

Kepala Sub Bagian Data

9. | Peiter G. Nappoe dan Informasi

Kepala Sub Bagian

10. | Banla Y. P. Kinanggi Umum dan Logistik

1. |Menerima laporan penerimaan Gratifikasi

Mengadministrasikan  pelaporan dan/atau
penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS
dan KPPS

Anggota

3. |Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan
Sumber Daya Manusia
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Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU
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